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BAB III 

 FAKTOR PRESIDEN DAN POLITIK DOMESTIK 

SEBAGAI LANDASAN KEBIJAKAN LUAR 

NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP IRAN 

 

 
 Pada bab ini akan menjadi bab penjelasan untuk 

membuktikan hipotesa pada bab pertama, yaitu poin nomor satu 

dan dua dimana politik domestik dan presiden sebagai 
pengambil kebijakan luar negeri menjadi faktor penentu dalam 

proses pengambilan kebijakan.  

 

 Berkaitan dengan perjanjian nuklir Iran yang telah 
ditandatangani oleh Amerika Serikat, Iran, Inggris, Prancis, 

Cina dan Jerman merupakan hasil dari proses yang panjang 

sejak tahun 2006. Tujuan dari perundingan kelompok P5+1 itu 
adalah untuk memastikan bahwa Iran tidak membuat senjata 

pemusnah masal (Weapon of Mass Destructioni). Iran yang 

menjadi fokus dari perjanjian ini setuju dengan dibuatnya 
perjanjian tersebut karena membutuhkan dicabutnya sanksi 

internasional terhadap negara mereka. Iran juga mengaku 

bahwa pengembangan dan penelitian yang mereka lakukan 

terhadap energi nuklir bukan untuk menciptakan sesuatu yang 
dapat merusak hubungan internasionalnya dengan negara lain.1 

Tentunya dengan dibuatnya perjanjian tingkat tinggi tersebut 

banyak pihak yang tidak mendukung, baik dari Washington 
maupun Teheran terlebih lagi dari kubu konservatif. Namun 

Obama sebagai presiden Amerika pada saat itu sangat optimis 

dengan dicapainya kesepakatan nuklir ini, sementara dari sisi 
domestik Amerika sendiri Kongres memiliki waktu 60 hari 

                                                             
1 BBC, Dunia menyambut baik kesepakatan nuklir Iran, diakses dari 
https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/07/150714_dunia_ira
n_nuklir_reaksi pada 20 Februari 
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untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Pada akhirnya pun 

kesepakatan tersebut berhasil ditandatangani di Wina tahun 

2015 lalu. 
 

3.1 Presiden Selaku Pengambil Keputusan Sebagai 

Landasan Pembuatan Kebijakan Luar Negeri 

 

 Pengambil keputusan biasanya mengupayakan sebuah 
tindakan untuk mengamankan kekuasaan yang mungkin diraih 

juga sebagai bentuk respon dari ancaman dan potensi yang ada. 

Gagasan atau ideologi adalah hal yang mampu membentuk 
pembuatan kebijakan.2 Ideologi Trump sebagai presiden dapat 

dilihat dari caranya menunjuk jajaran kabinet pemerintahan. 

Trump tidak mempertimbangkan norma dan budaya Amerika 
Serikat dalam memilih para menteri. Dengan mengangkat 

kerabat, keluarga dan para pengusaha kaya raya yang memiliki 

asosiasi bisnis dengannya sebagai kabinet politiknya 

memunculkan gambaran pemerintahan kapitalisme kroni dari 
seorang Trump.3 Ideologi tersebutlah yang menjadi salah satu 

pengaruh kebijakan luar negeri yang dipilih oleh Trump. Selain 

itu, menurut Lloyd Jansen ada beberapa faktor lain yang 
mempengaruhi presiden dalam politik luar negeri seperti 

1)pengaruh  

2)norma yang dipegangnya  
3)pilihan presiden dipengaruhi juga oleh beberapa politik luar 

negeri  

4)informasi yang diterima  

5)kondisi pengambilan keputusan  

                                                             
2 Charles Scribne’s Sons (2002), Encyclopedia of American Foreign 
Policy. Hal 190 
3Matt Phillips, Era Baru Pemerintahan Trump Menampilkan Ciri 
Khas Rezim Kapitalisme Kroni, diakses dari 
https://www.vice.com/id_id/article/kbb8xz/era-baru-
pemerintahan-trump-menampilkan-ciri-khas-rezim-kapitalisme-
kroni pada 22 Februari 2019 
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6)apakah saat itu sedang krisis atau tidak.4 

 

Berikut penulis menjelaskan beberapa contoh politik luar negeri 
Amerika Serikat yang dibuat berdasarkan pengaruh besar dari 

presidennya. 

 

a. Doktrin Monroe 

 

 Tahun 1783 akhirnya kemerdekaan Amerika Serikat 

diakui oleh Inggris, setelah sebelumnya deklarasi resmi akan 
kemerdekaan sudah diumumkan tujuh tahun sebelumnya tepat 

pada 4 Juli 1776. Kondisi dunia pada saat itu masih berada pada 

peperangan dan kolonialisme, khususnya bangsa Eropa yang 
ingin menguasai kembali benua Amerika. Meskipun  beberapa 

negara bekas kolonial Eropa di Amerika Latin telah 

mendapatkan kebebasannya atas bangas Eropa. Atas terjadinya 

kondisi yang tidak kondusif karena pemberontakan – 
pemberontakan yang terjadi di Eropa, Amerika Serikat merasa 

perlu mengambil langkah untuk mengamankan benua Amerika 

agar tidak kembali dijajah oleh Eropa. Di tahun 1823 Presiden 
pada saat itu yaitu James Monroe pun mengeluarkan sebuah 

kebijakan luar negeri untuk mengantisipasi permasalahan 

tersebut.5 
 

                                                             
4 Arya Hamsul Jamil, Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat 
Terhadap Counter Terrorism pada Masa Kepemimpinan Obama, 
diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/209011-
none.pdf pada 22 Februari 2019 
5 Huda Shidqie, Doktrin Monroe: Bentuk Komunikasi Politik Amerika 
Serikat dalam Menerapkan Politik Proteksi dan Isolasi di Benua 
Amerika (1823—1911) diakses dari 
https://www.researchgate.net/publication/323847531_Doktrin_Mo
nroe_Bentuk_Komunikasi_Politik_Amerika_Serikat_dalam_Menera
pkan_Politik_Proteksi_dan_Isolasi_di_Benua_Amerika_1823-1911 
pada 24 Februari 2019 
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 Kebijakan tersebut dikenal dengan sebutan Doktrin 

Monroe, yaitu dimana Amerika Serikat menegaskan 

solidaritasnya terhadap wilayah Amerika secara keseluruhan 
dari segala bentuk kolonialisme Eropa. Namun Amerika Serikat 

tidak akan mengganggu Western Hemisphere. AS lebih 

menekankan wilayah barat Amerika yang tidak boleh lagi 
diganggu gugat oleh penjajahan bangsa Eropa. Dalam isi 

kebijakan tersebut Monroe kembali menegaskan bahwa politik 

Amerika berbeda dengan politik di Eropa.6 

 

b. Doktrin Bush 

 

 Terjadinya peristiwa terorisme 9 September 2001 
merupakan tragedi di Amerika Serikat yang paling dramatis 

dalam pembuatan kebijakan luar negerinya. Hancurnya gedung 

World Trade Center dan juga Pentagon menghilangkan 

kesabaran Amerika Serikat terhadap pihak yang dicurigai 
sebagai musuhnya.7 Kejadian tersebut memicu George Walker 

Bush untuk mengeluarkan Doktrin preemption Bush. 

Preemption adalah upaya penyerangan yang dilakukan kepada 
negara lain karena dianggap sedang mempersiapkan diri untuk 

mempersiapkan serangan. Dalam kasus ini, Doktrin Bush 

mengingatkan kepada seluruh lapisan rakyat dan pemerintah 
untuk bersiaga atas serangan yang berpotensi terjadi. Serta 

memberlakukan penyerangan terhadap Afghanistan yang 

dianggap sebagai musuh bagi Amerika dan sumber dari aksi 

terorisme. Maka yang perlu dilakukan Amerika adalah 
menggempur musuh lebih dahulu untuk merusak rencananya. 

Doktrin preemption pada waktu tersebut merupakan sebuah 

strategi untuk melakukan pembelaan diri dari ancaman negara 
lain. 

                                                             
6 Monroe Donctrine. diakses dari http://www.u-s-
history.com/pages/h255.html pada 24 Februari 2019 
7 Stephen M. Walt, America and the World, Debating the New Shape 
of International Politics, New York: Council and Foreign Relations 
Inc. hlm. 320 
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 Melalui dua contoh politik luar negeri di atas. Kita 

dapat menarik kesimpulan bahwa presiden memiliki wewenang 
dan tanggung jawab yang paling tinggi dalam tantanan 

pemerintahan termasuk untuk membuat sebuah kebijakan yang 

merupakan buah pikir langsung dari presiden yang menjabat. 
Doktrin Monroe dan Doktrin Bush sebagai kasus yang bisa 

memberikan gambaran bahwa tindakan atau kebijakan luar 

negeri yang diambil oleh presiden merupakan langkah untuk 

menjaga kepentingan internal Amerika dari ancaman eksternal. 
   

 Donald Trump ketika menjabat sebagai presiden pun 

demikian, memiliki fokus kepentingan yang ingin dilindungi. 
Untuk kasus Trump sendiri selama masa kampanye, Trump 

menekankan bahwa apa yang dibutuhkan oleh rakyat Amerika 

adalah memberikan lebih banyak perbaikan serta 

pengembangan ekonomi dalam negeri untuk warganya sendiri. 
Dengan tagline “Make America Great Again”, Trump ingin 

memfokuskan setiap kebijakan domestik maupun luar negeri 

untuk kepentingan dan keuntungan Amerika sendiri. 
 

 Hubungan Trump dan Iran memang tidak memiliki 

catatan sejarah yang baik. Sebelum menjadi presiden, yaitu di 
masa kampanye pada tahun 2016 tepatnya pada kegiatan 

kampanye di Virginia. Trump menyebut bahwa Iran bukamlah 

negara yang bisa masuk ke dalam kategori kekuatan dunia, 

sebelum Obama dan Hilary Clinton memulai negosiasi untuk 
perjanjian nuklir Iran, Trump mengatakan bahwa Iran adalah 

negara yang berada di ambang krisis karena diberlakukannya 

sa=ksi internasional. Pernyataan tersebut sekaligus 
menyalahkan sikap politik luar negeri Obama karena dianggap 

memberikan Iran kekuatan.8 Ditambah lagi, perjanjian nuklir 

                                                             
8 Talking Points Memo, "Trump On Iran Threat: They Were 'Dying' 
Before US Made Them A 'World Power” diakses dari 
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yang dibuat dianggap Trump sebagai wujud tertinggi dari 

ketidakmampuan Amerika menangani isu internasionalnya.9  

 
 Di beberapa kesempatan sewaktu kampanye untuk 

mencalonkan dirinya menjadi presiden Amerika. Trump 

beberapa kali menyampaikan pernyataan – pernyataan yang 
menegaskan dirinya sebagai sosok anti Iran dan akan memiliki 

kebijakan yang tegas terhadap hubungan Washington dan 

Teheran seperti pada kampanya di Virginia tersebut. Tidak 

hanya sampai disitu. Pada April 2016 dalam sebuah 
kesempatan, Trump juga menjelaskan pandangannya terhadap 

perjanjian nuklir Iran. Menurutnya presiden yang membuat 

perjanjian tersebut malah memberikan sebuah “busur” kepada 
musuh Amerika dan telah membuat kesepakatan yang bersifat 

bencana bagi masa depan Amerika. Perjanjian tersebut 

dianggap Trump malah membiarkan Iran untuk memliki senjata 

nuklirnya sendiri, Ia juga berjanji bahwa perjanjian yang buruk 
seperti ini tidak akan terjadi jika dirinya menjadi presiden.10 

 

 Sementara pada sebuah interview dengan  The Daily 
Caller di pertengahan 2016, salah satu penasihat kebijikan luar 

negeri Donald Trump menyampaikan bahwa ketika Trump 

menjadi presiden, Ia tidak akan menyingkirkan perjanjian 
nuklir tersebut karena dia adalah orang yang menghormati 

sebuah institusi. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh 

Amerika Serikat sebagai sebuah institusi. Apa yang akan 

                                                             
https://talkingpointsmemo.com/livewire/donald-trump-downplays-
iran-threat-nuclear-deal pada 24 Februari 
9 Donald Trump presidential campaign, 2016/Iran diakses dari 
https://ballotpedia.org/Donald_Trump_presidential_campaign,_20
16/Iran pada 24 Februari 2019 
10 DonaldJTrump.com, "Donald J. Trump Foreign Policy Speech," 
diakses dari https://www.donaldjtrump.com/press-
releases/donald-j.-trump-foreign-policy-speech pada 24 Februari 
2019 
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dilakukan Trump adalah mencoba untuk merundingkan 

kembali isi dari perjanjian tersebut dan mencoba untuk 

mencapai kesepakatan baru yang lebih menguntungkan bagi 
Amerika dan respon dari petinggi Iran menjadi prioritas nomor 

dua setelahnya. 11  Tujuan utamanya adalah negosiasi ulang 

dengan pihak yang terlibat. 
 

 Berdasarkan fakta – fakta di atas, Donald Trump 

sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam kebijakan luar 

negeri Amerika Serikat, dan mengetahui dengan adanya fakta 
bahwa bagaimana sosok Trump beberapa kali menyinggung 

hubungan Washington dan juga Teheran serta kesepakatan yang 

berlangsung antara keduanya, Trump adalah sosok yang sangat 
sensitif dengan Iran. Hal ini menjelaskan bagaimana pada 

akhirnya Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian nuklir 

Iran setelah sebelumnya perjanjian yang sama adalah usaha dari 

Amerika sendiri. Bagaimana Trump memandang adanya 
“kecacatan” dalam perjanjian tersebut sudah cukup kuat untuk 

membuat sebuah kebijakan luar negeri terhadap Iran. Sama 

halnya dengan Doktrin Monroe maupun Bush, yang merupakan 
kebijakan luar negeri yang dibuat melalui pengaruh besar dari 

presiden yang menjabat. 

 
 Diamati dari konsep proses pembuatan kebijakan luar 

negeri menurut Coplin, apa yang dilakukan Trump merupakan 

wewenangnya sebagai pengambil kebijakan luar negeri 

Amerika. Secara aktor rasional, keputusan Trump murni berasal 
dari rasionalitasnya untuk mencari peluang terbaik bagi 

negaranya tanpa menimbang teralalu banyak terhadap masukan 

– masukan dari sektor lain. 
 

                                                             
11 The Daily Caller,  This Is Trump’s Foreign Policy, A Conversation 
With Top Trump Adviser Dr. Walid Phares, diakses  dari 
https://dailycaller.com/2016/07/04/exclusive-this-is-trump-foreign-
policy-a-conversation-with-top-trump-adviser-dr-walid-
phares/#ixzz4DZ7dUjxZ pada 27 Februari 2019 
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3.2 Tuntutan Politik Domestik sebagai landasan kebijakan 

luar negeri Amerika Serikat 

 
 Selain presiden sebagai pemegang otoritas tertinggi 

dalam kebijakan luar negeri Amerika, terdapat pula bagan 

domestik yang juga memiliki wewenang mempengaruhi 
kebijakan tersebut yaitu kongres. Kongres merupakan badan 

legislatif dari pemeintah federal. Di dalamnya terdapat House 

of Representatives atau yang dikenal sebagai DPR dan juga 

Senat. Untuk DPR di Amerika tersedia sebanyak 435 kursi 
dalam sela pemilihan umum. Sementara untuk Senat memiliki 

100 kursi. Proses perumusan kebijakan luar negeri Amerika 

Serikat, terdapat batasan yang dimiliki oleh kongres. Berikut 
tabel yang memperlihatkan perbedaan wewenang antara 

presiden dan juga kongres. 
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Tabel 3.1 Pembagian Otoritas Presiden dan Kongres dalam 

Kebijakan Luar Negeri
12

 

 

 

 

  

 

 
 Meskipun begitu, dalam tugas dan otoritasnya dalam 

Kongres, Senat lebih memiliki andil dalam pengambilan 

kebijkan luar negeri. Contohnya dalam wewenang utnuk 

                                                             
12 Singh, R, op. cit. hal. 269 

Otoritas Presiden Otoritas Kongres 

Komando tertinggi 

angkatan bersenjata AS 

Memiliki wewenang dalam 

mendeklarasikan peran 

Berhak untuk 

menegeosiasikan 
perjanjian internasional 

Memiliki hak untuk 

meratifikasi ataupun 
menolak perjanjian yang 

dinegosiasikan oleh 

presiden 

Menunjuk duta – duta 
besar serta agensi – 

agensi penting politik luar 

negeri AS seperti 
Departemen Luar Negeri, 

Departemen Pertahanan 

dan CIA 

Memiliki hak untuk 
menolak atau menerima 

duta besar maupun kepala 

agensi kebijakan luar 
negeri yang ditunjuk oleh 

presiden 

Menerima perwakilan 
dari pemerintahan negara 

lain yang melakukan 

kunjungan diplomatik 

Memiliki hak untuk 
meningkatkan anggaran  

belanja militer untuk 

menaikkan kapabilitas  
angkatan bersenjata AS 
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meratifikasi dan menolak perjanjian internasional hanya Senat 

yang memiliki wewenang tersebut.13 

 
 Masa perumusan perjanjian nuklir dengan Iran era 

Obama juga mendapatkan tanggapan pro dan kontra dari 

kongres. Salah satunya adalah senator dari partai Republik John 
McCain meragukan tentang adanya negosiasi dalam usaha 

mencapai kesepakatan nuklir tersebut. 14  Ketika menjadi 

presiden resmi Amerika, Trump memang sempat sebanyak dua 

kali menjalankan prosedur jawaban atas perjanjian nuklir 
dengan Iran tersebut. Dalam dua kesempatan tersebut Trump 

mengkonfirmasi bahwa Iran mematuhi isi dari perjanjian yang 

telah disepakati. 
  

Munculnya keinginan Trump untuk menarik diri dari 

perjanjian tersebut kembali menghadirkan beberapa pandangan 

dari sisi Kongres. Ed Royce sebagai kepala Komisi Urusan Luar 
Negeri yang juga berasal dari kubu Republik sama seperti 

Trump tidak mendukung keinginan presiden untuk 

menggagalkan dan keluar dari perjanjian dengan Iran. Royce 
mengatakan bahwa perjanjian yang sudah berlangsung selama 

kurang lebih dua tahun harus tetap dihormati dan dijalankan 

meskipun menurut sebagian orang perjanjian tersebut 

                                                             
13 ibid 

14 VOAIndonesia, Obama Imbau Kongres AS Bersabar dalam 
Perjanjian Nuklir Iran diakses dari 
https://www.voaindonesia.com/a/obama-himbau-kongres-as-
bersabar-dalam-perjanjian-nuklir-iran/2716064.html pada 28 
Februari 2019 
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merupakan hal yang buruk. Semua itu demi menjaga nama baik 

White House dan posisi Amerika di dunia internasional.15  

 
 Sementara itu tanggapan lain dari kubu oposisi 

Republik, Eliot Engel yang merupakan anggota DPR dari partai 

Demokrat juga menyayangkan jika Amerika memiliki 
keinginan untuk keluar dari perjanjian yang telah dibuatnya. 

Tindakan tersebut akan berpotensi bagi Iran untuk semakin 

gencar membangun senjata nuklir karena tidak diberlakukannya 

lagi inspeksi berkelanjutan terhadan aktifitas nuklir mereka. Isu 
awal keinginan Trump untuk mengakhiri perjanjian tersebut 

yaitu pada 13 Oktober 2017 diamana Trump tidak mengakui 

kepatuhan Iran atas isi perjanjian yang telah ditandatangani 
bersama. Akibat pernyataan Trump tersebut, kondisi di dalam 

kongres pun menjadi memanas, bebrapa senator partai Republik 

Bob Corker dan Tom Cotton mengusulkan untuk 

memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran jika meraka 
melakukan uji coba terhadap rudal miliknya.16 

 

 Sebagian anggota kongres lainnya lebih setuju untuk 
menegosiasikan kembali poin – poin dari perjanjian JCPOA 

terkait nuklir Iran seperti diberlakukannya pembatasan waktu 

serta pemberhentian penelitian sentrifugal Iran bahkan secara 

                                                             

15 Katherine Gypson, Kongres AS Bersiap Hadapi Keputusan Trump 
Soal Kesepakatan Nuklir Iran diakses dari 
https://www.voaindonesia.com/a/kongres-as-bersiap-hadapi-
keputusan-trump-soal-kesepakatan-nuklir-iran/4067162.html pada 
28 Februari 2019  

 
16 ParsToday, Polemik Nuklir Iran Antara Gedung Putih dan Kongres 
diakses dari http://parstoday.com/id/radio/world-i48569-
polemik_nuklir_iran_antara_gedung_putih_dan_kongres pada 28 
Februari 2019 
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permanen. Pihak Iran sendiri dengan tegas pernah mengatakan 

tidak ingin adanya perundingan kembali tentang isi perjanjian 

terbsebut apalagi menambahkan poin tambahan yang dapat 
semakin merugikan mereka.17  

 

 Meskipun demikian, tuntutan dan masukan dari 
sejumlah anggota kongres dari yang mendukung ataupun 

menentang perjanjian nuklir Iran hanya menjadi salah – satu 

inputer akan proses pembuatan kebijakan luar negeri Trump. 

Sebagai seorang presiden, Trump memiliki sikap sendiri yang 
dianggapnya sebagai keputusan terbaik bagi Amerika Serikat. 

Hal tersebut dapat dibuktikam melalui Gambar 1.1 pada bab 

pertama bahwa proses terakhir dalam  foreign policy decision 
making process berada di tangan presiden. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                             
17 ibid 


